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ABSTRAK
Evi Elvira. 105251101621. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem

Pengupahan Pada Buruh Pekerja Karet Di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba.

Dibimbing oleh Muhammad Ridwan dan Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pengupahan pada
buruh pekrja karet di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba menurut hukum
ekonomi syariah, menganalisis sistem pengupahan yang diterapkan pada pekerja

perkebunan karet di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam
dengan lima narasumber, yaitu seorang pemilik lahan karet dan empat orang
buruh. Analisis dilakukan berdasarkan teori hukum ekonomi syariah, dengan

mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan di Desa Tibona
didasarkan pada volume hasil panen getah karet dengan pembagian hasil sebesar
60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk buruh, yang disepakati melalui
musyawarah. Sistem ini telah menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam

penentuan harga dan pembayaran upah, yang dilakukan tepat waktu.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Hukum Ekonomi Syariah, Buruh Karet



ABSTRACT

Evi Elvira. 105251101621. Analysis of Sharia Economic Law on the Wage System
for Rubber Workers in Tibona Village, Bulukumba Regency. Supervised by

Muhammad Ridwan and Hasanuddin.

This study aims to describe the concept of wages for rubber workers in
Tibona Village, Bulukumba Regency according to sharia economic law, analyze
the wage system applied to rubber plantation workers in Tibona Village,

Bulukumba Regency.

The study used a qualitative method with a case study approach. Data
were obtained through direct observation in the field and in-depth interviews with
five sources, namely a rubber land owner and four workers. The analysis was
carried out based on the theory of sharia economic law, taking into account local

social, economic, and cultural conditions.

The results of the study indicate that the wage system in Tibona Village is
based on the volume of rubber latex harvest with a profit sharing of 60% for the
land owner and 40% for the workers, which was agreed upon through
deliberation. This system has implemented the principles of transparency and

fairness in determining prices and wage payments, which are carried out on time.

Keywords: Wage System, Sharia Economic Law, Rubber Workers,
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BAB1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah telah menjadi topik yang semakin diminati dan dipraktikkan
di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan
penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat
berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi agar ekonomi syariah
dapat berkembang secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah hukum ekonomi
syariah. Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan dan prinsip-
prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi dalam kerangka syariah Islam. Hukum
ini bersumber dari Al-Quran, Hadits, Ijma’ (konsensus ulama), dan Qiyas
(analogi). Tujuan utama dari hukum ekonomi syariah adalah untuk menciptakan
keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi serta
menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar
(ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Dalam konteks Indonesia, analisis hukum ekonomi syariah menjadi sangat
penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh

masyarakat, perusahaan, dan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip

' Mannan, M. A., Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima
Yasa., 1997),hlm 12.



syariah. Hal ini juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah.

Analisis hukum ekonomi syariah juga menjadi sangat relevan dalam
menghadapi tantangan dan perkembangan ekonomi global yang semakin
kompleks. Dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, telah muncul
berbagai bentuk transaksi dan instrumen ekonomi baru yang perlu dikaji dari
perspektif hukum ekonomi syariah. Misalnya, dalam bidang keuangan syariah,
terdapat produk-produk baru seperti sukuk (obligasi syariah), cryptocurrency
syariah, dan fintech syariah yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip syariah.

Selain itu, analisis hukum ekonomi syariah juga penting dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti
kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan eksploitasi tenaga kerja.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada
keadilan, keseimbangan, dan kepedulian sosial, diharapkan dapat memberikan
solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan
tersebut.?

Dalam melakukan analisis hukum ekonomi syariah, diperlukan pendekatan
yang komprehensif dan multidisiplin. Hal ini melibatkan tidak hanya ahli hukum
syariah, tetapi juga para pakar di bidang ekonomi, keuangan, manajemen, dan

disiplin ilmu lainnya yang terkait. Dengan demikian, analisis yang dilakukan

2 Shahid Hasan Siddiqui, “True Modes of Financing,” Kuwait: Islamic Banking Htm,
2005, hlm 29.



dapat mencakup berbagai aspek, baik dari sisi hukum, ekonomi, sosial, maupun
aspek-aspek lainnya yang relevan.

Analisis hukum ekonomi syariah juga perlu mempertimbangkan konteks dan
budaya lokal di Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah
bersifat universal, namun dalam penerapannya perlu memperhatikan kondisi dan
kekhasan masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan agar hukum ekonomi syariah
dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat, serta memberikan
manfaat yang nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dengan melakukan analisis hukum ekonomi syariah yang komprehensif dan
kontekstual, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan
ekonomi syariah di Indonesia. Analisis ini dapat menjadi acuan bagi pembuat
kebijakan, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menerapkan praktik-
praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, analisis hukum ekonomi syariah juga dapat mendorong terciptanya
iklim investasi dan bisnis yang lebih kondusif, serta meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, ekonomi syariah
dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah penghasil karet terbesar
di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkebunan karet telah menjadi sumber mata
pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat di daerah ini. Namun, dalam
praktiknya, sistem pengupahan yang diterapkan pada pekerja perkebunan karet

seringkali menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut.



Mayoritas perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba dikelola oleh
perusahaan swasta dan perkebunan rakyat. Para pekerja yang terlibat dalam
kegiatan perkebunan karet meliputi pekerja tetap, pekerja lepas, dan pekerja
musiman. Masing-masing kategori pekerja memiliki sistem pengupahan yang
berbeda-beda.Terdapat laporan bahwa upah yang diterima oleh pekerja
perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba seringkali rendah dan tidak
mencukupi kebutuhan hidup layak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti kurangnya regulasi yang mengatur upah minimum di sektor perkebunan,
kurangnya kesadaran pengusaha akan hak-hak pekerja, serta minimnya daya tawar
pekerja dalam memperjuangkan upah yang layak.Selain itu, terdapat indikasi
adanya ketidakadilan dalam pembagian upah antara pekerja laki-laki dan
perempuan.® Pekerja perempuan seringkali menerima upah yang lebih rendah
dibandingkan pekerja laki-laki untuk jenis pekerjaan yang sama. Hal ini tentunya
bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam.

Permasalahan terkait pengupahan pada pekerja perkebunan karet di Kabupaten
Bulukumba juga terkait dengan minimnya perlindungan dan jaminan sosial bagi
para pekerja. Banyak pekerja yang tidak memiliki jaminan kesehatan, keselamatan
kerja, maupun tunjangan lainnya yang seharusnya menjadi hak mereka. Kondisi
ini tentunya sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius dari
berbagai pihak. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi
kesejahteraan dan produktivitas pekerja, serta berpotensi menimbulkan konflik

dan gejolak sosial di kemudian hari.

8 Laily Dwi Arsyianti and Irfan Syauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah (Rajawali
Pers, 2017),hlm 225.



Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem pengupahan
pada pekerja perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba. Salah satu pendekatan
yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis permasalahan ini dari
perspektif hukum ekonomi syariah.Dalam perspektif ekonomi syariah,
pengupahan pekerja harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan
antara hak-hak pekerja dan pengusaha. Upah yang diberikan kepada pekerja harus
mencukupi kebutuhan hidup layak serta mempertimbangkan aspek-aspek seperti
keadilan, kelayakan, dan kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah
yang menekankan pada keadilan dan menghindari eksploitasi terhadap pekerja
perkebunan karet .

Dengan melakukan analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah,
diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan
nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan pengupahan pada pekerja
perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba.

Analisis ini akan mengkaji aspek-aspek seperti penetapan upah, pembagian
upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, perlindungan hak-hak pekerja, serta
kesesuaian dengan prinsip-prinsip ~ ekonomi syariah  seperti  keadilan,
keseimbangan, dan menghindari eksploitasi.analisis ini, diharapkan dapat
diidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan pengupahan dan ditemukan
solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Solusi yang diberikan tidak
hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan dapat diimplementasikan di

lapangan.



Hasil analisis ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah,
perusahaan perkebunan, dan stakeholder terkait lainnya dalam menyusun
kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait pengupahan pada pekerja
perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba.Dengan demikian, diharapkan analisis
hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada pekerja perkebunan
karet di Kabupaten Bulukumba dapat. memberikan kontribusi positif bagi
perbaikan kesejahteraan  pekerja, keadilan dalam dunia usaha, serta

pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengupahan menurut hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada pekerja perkebunan

karet di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini
adalah tujuan penelitian tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem

pengupahan pada pekerja perkebunan karet di Kabupaten Bulukumba:

1. Mengkaji dan menganalisis permasalahan pengupahan pada pekerja buruh
perkebunan karet di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba dari perspektif
hukum ekonomi syariah.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem pengupahan yang diterapkan
pada pekerja buruh perkebunan karet di Desa Tibona Kabupaten

Bulukumba.



Dengan tujuan-tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh
pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan pengupahan pada pekerja
buruh perkebunan karet di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba dan solusi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan

keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis:
— Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi
syariah, khususnya terkait isu pengupahan dan ketenagakerjaan.
2. Manfaat Praktis:

— Memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi sistem
pengupahan pada pekerja buruh perkebunan karet di Desa Kabupaten

Bulukumba.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa
penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Judul “Analisis Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pekerja buruh
Perkebunan Karet Di Kabupaten Bulukumba” adalah sebagai berikut:

1. Siti Maesaroha ( Skripsi 2019) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”
Studi di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan.kesimpulannya bahwa dalam praktik upah kerja buruh cangkul

yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja, sebab



upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi
yang akan di terima oleh buruh cangkul dan terdapat unsur ketidakpastian
atau gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya
lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

Penelitian diatas fokus terhadap praktek upah terhadap buruh
cangkul serta upah diberikan dalam bentuk padi, sendangkan pada
penelian ini fokus pada praktek pengupahan pada pekerja Perkebunan
karet ,serta upahnya diberikan dengan bentuk uang. Selain perbedaan ada
juga persamaan yaitu sama-sama upahnya ditangguhkan dan belum
jelasnya jumlahnya (samar).*

2. Nurul Hidayah ( Skripsi 2018) dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan
Figh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak
Sesuai Standar Umum” Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya
Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. kesimpulannya bahwa
pemberian upah yang dilakukan berpatokan pada kebiasaan Masyarakat
pada umumnya, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pemberian
upah tidak sesuai standar umum adalah pekerja (buruh) bangunan
merupakan keluarga dan kerabat pemilik bangunan, ketentuan upah
berubah dan upah tidak ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan terkait

tentang figh muamalah, praktik pembayaran upah buruh bangunan di Desa

4 Siti Maesaroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”
(UIN Raden Intan Lampung,2019)



Pandan Indah hukumnya tidak boleh karena salah satu rukun dan syarat
ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu ijarah (upah).’
Penelitian diatas fokus terhadap praktek upah terhadap pembayaran
upah buruh bangunan yang tidak sesuai dengan standar umum dan kadang
berubah, sendangkan pada penelian ini fokus pada praktek pada praktek
pengupahan pada pekerja Perkebunan karet serta upahnya masih

ditangguhkan dan belum jelas berapa upah yang didapatkan .

. Nely Gayatri Wahyu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan
Kabupaten Kendal” Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018. Tinjauan
hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di
Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menjawab
pertanyaan bagaimana praktik sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi
dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sistem pengupahan
pada pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.®
Penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pemberian upah
pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan belum sesuai dengan
ketentuan hukum Islam yakni pengupahan yang dilakukan kepada
pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan

tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada awal akad.

Dengan

% Sellawati Fittania “Tinjauan Hukum FEkonomi Syariah Tentang Pengpahan Pekerja
Sistem Bayar Panan”(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021).
® Nely Gayatri Wahyu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada

Pemeliharaan Sapi Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal” ( Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang 2018).
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Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pemilik sapi
agar dalam melakukan pengupahan kepada pekerjanya memperhatikan
hak-hak dari pekerja, khususnya kepada pemelihara sapi dan supaya upah
yang dibayarkan kepada pemelihara sapi dapat memenuhi kelayakan
sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi dan seharusnya
perjanjian dalam awal akad ditegaskan lagi tentang perjanjian kesepakatan
sehingga tidak melalui lisan saja melainkan dengan perjanjian tertulis.

4. Salfina Mega “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan
Buruh Angkat Perahu Di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Pacitan™ Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Dalam teori syarat-
syarat pengupahan (ujrah) untuk pekerjaan atas seorang buruh atau pekerja
harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya, upah harus berwujud
harta atau benda yang nyata jenisnya serta ukurannya.’

Upah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan harus
sudah ada ketentuan yang pasti tidak boleh gharar. Dalam praktek
pengupahan kelompok buruh angkat perahu di Desa Klesem Kecamatan
Kebonagung Kabupaten Pacitan, upah buruh diberikan berdasarkan hasil
pendapatan nelayan. Jika pendapatan nelayan banyak maka kelompok
buruh akan diberi upah sesuai. Jika pendapatan nelayan sedikit maka

kelompok buruh akan diberi upah seadanya. Jika nelayan tidak

7 Salfina Mega “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat
Perahu Di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”( Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo 2021).
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memperoleh pendapatan sama sekali maka secara otomatis kelompok

buruh tidak mendapatkan upah. Setelah melakukan penelitian dan analisis

dapat disimpulkan bahwa;

a. Berdasarkan teori ijarah tata cara pengupahan buruh angkat perahu di
Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan “mubah atau
boleh”. Karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Berdasarkan teori syirkah abdan mengenai ketentuan Pembagian
keuntungan kelompok buruh angkat perahu sudah sesuai dengan
hukum Islam. Karena dibagi sesuai dengan kesepakatan anggota
kelompok.

5. Anisa Uswatun “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan
Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi” Program
Studi  Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta 2019. Sistem pemberian upah yang dilakukan
masyarakat Desa Mantingan dengan menerapkan adat kebiasaan setempat
yaitu pemberian upah yang ditangguhkan selama satu minggu.®

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem
pengupahan buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pengupahan buruh bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan

Kabupaten Ngawi.

8 Anisa Uswatun “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa
Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi” (Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta 2019).
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Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pemberian upah
kepada buruh bangunan di Desa. Mantingan kabupaten Ngawi masih
bertentangan dengan syara“, dimana masyarakat Desa Mantingan
Kabupaten Ngawi masih menggunakan sistem pemberian upah yang
menurut pada adat kebiasaan yaitu pemberian upah yang ditangguhkan
selama satu minggu dan tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah,
besar upah yang akan diberikan serta banyaknya jumlah pembantu buruh
bangunan (kenek) yang akan dibawa oleh buruh bangunan (tukang) pada
awal akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan berpotensi

mengandung unsur gharar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Pengupahan

1. Pengertian Akad

Akad, berasal dari bahasa arab agada-ya’qidu- ‘agdan, yang memiliki tiga
persamaan, yaitu menjadikan ikatan (j’ala ‘ugdatan), memperkuat (‘agada),
dan menetapkan (lazim) dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan,
yakni suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap serorang atau lebih. Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara
bahasa berasal dari “al’agdu’ yang berarti ikatan (alrabth) antara dua ujung
baik secara nyata maupun maknawi.’

Menurut pandangan ulama Syafi“iyah, Hanafiyah dan Hambalilah, akad
merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan
gadai.l”

Sedangkan menurut pendapat Try Subakti mendefinisikan akad
(perjanjian) adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan
untuk saling mengikatkan dari satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam

ijab dan kabul yang objeknya seseuai dengan syariah, maksudnya perjanjian

® H. Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Kencana, 2017),
hlm 1.
10 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Prenada Media, 2018), hlm 445

13
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tersebut. berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua
terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip

syariah!!

2. Dalil Hukum Akad

Dasar hukum akad adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur“an
Dalam hukum akad terdapat beberapa ayat didalam Q.S. Al-Isra®“: 34,

yaitu sebagai berikut:

Jibea o8 5l ) Sl 15 .

Terjemahannya :

13

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan
Jjawabanya.”"?
Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan bahwa Allah SWT

melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam
konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya: melakukan
transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara“nya.

b. Hadits

Hukum Akad juga menjelaskan pada Hadis Rasulullah SAW yaitu

sebagai berikut:

11 Try Subakti, Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam (Literasi
Nusantara, 2019), hlm 20

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang
Disempurnakan (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
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Artinya :

“Dari Jabid bin Abdullah Rhodliyallohu , anhuma dalam kitab

Syarutuhun Bainahum “segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam
kita Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.”*3

Maksud dari hadis ini-adalah akad yang diadakan oleh para pihak harusnya
didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masingmasing pihak
ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus
merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.Dalam hal ini berarti
tidak boelh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain,
dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu
pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh pihak
harus terang tentang apa yang menjadi 1si akad, sehingga tidak
mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara pihak tentang yang

telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad
Suatu akad akan terbentuk bila rukunnya terpenuhi. Adapun rukun akad
yaitu sebagai berikut:

1) Para pihak yang membuat akad (“agaid)

'8 Hasabu Taqimul Fathul Al-Barri, Shohih Bukhori, (Program Maktabah As-Samilah
Versi II) Jilid 3, hIm 259.
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Para pihak yang membuat akad atau sering disebut dengan subjek
akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang
perorangan dan dalam bentuk badan hukum.

2) Pernyataan kehendak para pihak (shighat ‘agd)
Pernyataan kehendak para pihak (serah terima), adalah perkataan
yang menunjukkan kepada kedua belah pihak syarat shighat ‘agh

yaitu sebagai berikut:

Jala’ul ma’na (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan
pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang
dikehendaki.

- Tawafud/tathabuq bainal ijab wal kabul (persesuaian antara
ijab dan kabul).

- Jazmul iradataini (ijab dan kabul mencerminkan kehendak
masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya
unsur keraguan dan paksaan.24

- Ittishad al-kabul bil-hijab, dimana kedua pihak dapat hadir
dalam suatau majlis.

3) Objek akad (mahallul ‘agh)

Syarat objek akad yaitu:

- Halal menurut syara.

- Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak).

- Dimiliki diserahkan (benda dalam kekuasaan) .

- Dengan harga jelas.
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4) Tujuan akad (maudhu’ al-‘adh)

Tujuan akad sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam
jual beli (buyu’/ba’i) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada
pembeli dengan bayaran, sedangkan dalam hibah ialah
menyerahkan barang kepada penerima hibah (mauhub) tanpa ganti
(iwadh) dan pada akad sewa (ijarah) ialah memberikan manfaat
dengan ganti rugi.

b. Syarat Akad
Setiap pembentukan aqad atau akad syarat yang ditentukan syara™ yang
wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam
berbagai macam aqad yaitu sebagai berikut:**

- Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak
sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan
(mahjur) karena boros atau lainnya.

- Yang dijadikan objek akad dapat menerimma hukumannya.

- Akat itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan orang yang
memiliki.

- Akad tidak dilarang oleh syara’.

- Akad dapat memberikan faedah.

- Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Ijab.

14 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, him 44
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4. Pengertian upah (Ujrah)

Secara bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atas penggantian.Sedangkan
menurut istilah upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan
memberi ganti atau imbalan menurut syart-syarat tertentu.!® Upah dalam
bahasa Arab disebut dengan al/-ujrah yang artinya ‘iwad (ganti) atau dengan
kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.®

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan a/-ujrah yang artinya ,,iwad
(ganti) atau dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti
suatu perbuatan. Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa
atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengenjelaskan
sesuatu, gaji, dan imbalan.!’

Menurut Undang-Undang Pasal 1 ayat (30) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar untuk suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu dan/jasa yang telah atau akan

dilakukan.1®

15 Khumedi Ja“far, Hukum Perdata Islam,hlm 187.

16 Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), him 29.

17 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2000), hlm 215.

'8 Edytus Adisu, Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitungnya, (Jakarta: Niaga
Swadaya, 2008),hIm 78.
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Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, Upah adalah suatu
penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima kerja untuk suatu
pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan
kelangsungan hidup yang layak bagi manusiaan dan produksi,dinyatakan atau
dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatupersetujuan, undang-
undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara
pemberian dan penerima kerja.

Sedangkan menurut pernyataan Profesoe Benhan “ujrah adalah uang yang
dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas
jasanya sesuai perjanjian”.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai
bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu

pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.

5. Dalil hukum Upah

a. Dalam Al-Qur*an
» Surat az-zukruf ayat 32

55 Wl 5l 8 il i a2 8l o s
G T O s § e Lk ks Bl S i ek
Terjemahannya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
yvang lain  beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
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mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik

dari apa yang mereka kumpulkan. "

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwa akad ijarah sah atau
diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong
menolong dan membutuhka bantuan orang lain sehingg terjadi
pertukaran manfaat atara satu dengan yang lainnya.

» Surat al- Kahfi ayat 77:

At EiF

oz i L gt Wil o1 156 Whal e o 535

Terjemahannya:

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampaikepada
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri
itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian
keduanya mendapatkan dalam negeri itu dindingan rumah yang hampir
roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata “Jikalau
kamu mau, niscaya kamu mebgambil upah untuk itu”.

» Surat at-Taubah ayat 105:
AN 1 (TR (R E A g,c, ')c,,,"}/” gv P o 4
3l de Q) 53355 G 3bals A3 NE D 5 3k g

D &l #5710 RS
d ; P -

Terjemahannya :

“Dan Katakanlah. "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan
vang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu

kerjakan.”?

' Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang
Disempurnakan (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang
Disempurnakan (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
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Ayat ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setia
pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT
memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyalahi
perintahperintah-Nya. Ketika telah tiba waktu pada hari kiamat, semua
amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-

Nyadan dihadapan kaum muslim.

b. Hadits
Hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum upah menurut sunnah
yaitu :
» Hadis pertama tentang pemberian upah sebelum kering keringat

pekerja, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah:

L) daog e A Lo 40 0,2
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Artinya :
“Dari  Ibnu Umr Radiliyallahu’anhu  bahwa  Rasululllah

Shallallahu alaihi wa Salam bersabda “berikanlah kepada pekerja

upahnya sebelum mengering keringatnya.”*!

» Hadis kedua, tentang menentukan upah sebelum memperkerjakan
seseorang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abdul

Razaq:

21 Tbnu Hajar Alaqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, (Jakarta: Darrun Nasyir Al
Misyriyyaht.Th), hlm 18.
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Artinya :
“Dari Abu Said Al-Khudry Radiliyallahu ‘anhu bahwa Nabi
Shallallahu  ‘alaihi -~ wassalam  bersabda:  “Barangsiapa

memperkerjakan seorang  pekerja hendaknya ia menentukan
upahnya %

c. Undang-Undang

Dalam - hukum positif juga diatur tentang pengupahan
diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)
yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan upah yang akan
diterima oleh buruh atau pekerja yang diberikan haruslah upah yang
wajar.

Disamping itu dalam ketetapan MPR. No IV/MPR/1978
disebutkan  kebijaksanaan dibidang perlindungan tenaga kerja
ditunjukan kepada perbaikan upah, syarat-syarat kerja, keselamatan
kerja, jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja
secara menyeluruh.

Perbedaan Tingkat Upah Dalam beberapa hal, hukum Islam
mengakui adanya perbedaan upah di antara tingkat pekerja, karena

adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan

22 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, Cet. Ke-1 (Jakarta:
Pustaka Amani, 1995),him 361.
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perbedaan penghasilan dan hasil material. Hal ini  sejalan dengan
firman Allah SWT dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32. Berdasarkan
ayat tersebut, penentuan upah pekerja didasarkan atas kemampuan atau
profesionalisme.

Allah SWT meminta agar kita mengalihkan pandangan kepada apa
yang ada dalam kemampuan kita, bukan adapada apa yang berada
diluar kemampuan kita. Sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha
dan kerja. oleh karena itu, janganlah kita berangan-angan sesuatu tanpa
usaha dan kerja.

Pendekatan Al-Quran dalam hal penentuan upah berdasarkan
pertimbangan dan bakat ini merupakan salah satu sumbangan
terpenting bagi kemajuan peradaban manusia (Garate, 2017). Dalam
Islam dikenal beberapa tingkatan upah, yaitu: yang sangat lemah.
Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi
dengan baik. Mengingat posisinya yang - lemah itu, Islam
memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari segala
ganguan yang dilakukan oleh majikannya .

Oleh karena itu, wuntuk melindungi kepentingan dari
pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat
mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian,
tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja memperoleh kehidupan

yang layak. Yang memiliki Tingkat Upah tertinggi adalah Bakat dan
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keterampilan seorang pekerja merupakan salah satu faktor upahnya
tinggi atau tidak.

Pekerja yang intelektual dengan pekerja kasar, atau pekerja yang
handal dengan pekerja yang tidak handal, mengakibatkan upah berbeda
tingkatnya. Selain itu perbedaan upah timbul karena perbedaan
keuntungan yang tidak  berupa uang, karena ketidaktahuan atau
kelambanan dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor
lainnya. Oleh karena itu, Islam memang tidak memberikan upah
beradadi bawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian
halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat
tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Oleh karena itu,
tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampau batas tertinggi
dalampenentuan batas maksimum upah tersebut. Setidak-tidaknya upah
dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarga agar
tercipta keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Pentingnya menjaga
upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat
tidak cenderung menjadi pengkonsumsi semua barang konsumsi.

Upah (Ujrah) disyari’ahkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan
atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehidupan

manusia. Tujuan dibolehkannya ijarah pada dasarnya adalah
untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun, itu bukanlah tujuan
akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima

merupakan sarana untuk mendekatkan dir1 kepada Allah SWT.
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Adapun  hikmah diadakannya ijarah antara lain, membina
ketentraman dan kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga,
memenuhi hajat hidup masyarakat, dan menolak kemungkaran.

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang dinamis,
peraturan ketenagakerjaan memegang peranan vital dalam menjaga
keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha.
Salah satu aspek krusial dalam hubungan industrial adalah penetapan
dan pemberian upah yang adil. Kementerian Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Republik Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan
yang menjadi landasan hukum dan panduan dalam penentuan upah di
Indonesia.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak
pekerja sekaligus mempertimbangkan kemampuan pengusaha, demi
terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Pemahaman
yang mendalam tentang regulasi ini sangat penting bagi seluruh
pemangku kepentingan dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia.

Salah satu peraturan penting terkait pemberian upah adalah
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Berikut beberapa poin
penting dari peraturan ini:

1) Upah Minimum terdiri atas:
a. Upah Minimum Provinsi (UMP)

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)



2)

3)

4)

5)

6)
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Gubernur menetapkan UMP dan UMK

UMP ditetapkan dan diumumkan setiap tanggal 1 November dan berlaku

mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya

UMK harus lebih tinggi dari UMP

Peninjauan upah dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak

dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2017 tentang Struktur dan Skala Upah

Poin-poin utama:

I}

2.

Kewajiban pengusaha menyusun struktur dan skala upah
Mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan
kompetensi

Struktur upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap

Upah pokok minimal 75% dari total upah pokok dan tunjangan tetap
Peninjauan upah secara berkala

Mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan produktivitas

Rukun dan syarat Upah (Ujrah)

a. Rukun Ujrah
Men urut jumhur ulama rukun ujrah ada empat, yaitu:
- Dua orang yang berakad
- Sighat (ijab dan gabul)

- Sewa atau imbalan
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- manfaat
b. Syarat upah (Ujrah)
Adapun syarat-syarat upah (ujrah) sebagaimana ditulis Nasrun Haroen

adalah sebagai berikut:

Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama

Syafi“iyah dan Hambalih disyaratkan telah balig dan berakad.

- Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya
melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa
melakukan akad ini, maka akad tidak sah

- Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak
muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat
dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.

- Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan

tidak ada cacatnya.

- Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara .

- Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.

- Upah atau sewa dalam ujrah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang

memiliki nilai ekonomi.2?

7. Macam-macam upah (Ujrah)

Di dalam Figh Muamalah upah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:

23 Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010),hlm 279.
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- Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang sudah
disebutkan syartnya ketika harus disertai kerelaan satu belah pihak yang
berakad.

- Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan
kerjanya, serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesional kerja)

jika akad ijarahnya telah-menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya

8. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di
akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip
utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen
melakukannya.

Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan
pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu
bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi
besarnya upah dan tata cara membayaran upah.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan,
karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat
yang diharamkan halah dan yang menghalalkan yang haram.?*

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab

Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga

24 Ahmad Ilham Sholihin, Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia, 2013),hlm 874.
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halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi,
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat
mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itubersifat dikaitkan dengan
waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada Mengenai waktu pembayaran
upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama.?® Dalam hal ini
upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.
Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai
dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu
mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan
pembayaran termasuk kategori kelaziman yang sangat dilarang dalam Islam.
Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang

bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:
S g 5 U8 1 e kst Log e i Lo 0 0,25 08 U6 5% 0 w3 26
Artinya :

“Dari ,,Abd Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah

upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya’.?®

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran
utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang
yang tidak mau membayar upah kepapda orang yang telah dimintai jasanya.

Menunda membayar upah dilarang oleh rasulullah dan orang yang tidak mau

% Khumedi Ja“far, Hukum Perdata Islam,hlm 141.
26 Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Shahih Al Bukhari, No. 2227 (Berikut: Dar Ibn
Katsil, 2002),hlm 816.
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membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai

oleh Allah SWT.%’

9. Sistem pengupahan

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan
dimensi akhirat. untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka konsep
moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dari
dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi
akhiratnya tidak akan tercapai. oleh karena itu konsep moral diletakkan pada
kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk
menerapkan upah didunia agar upah yang di akhiratnya juga tercapai.

Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna
bahwa upah yang harus diberikan jelas, transparan, dan proposional. Layak
bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan,
sandang dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.?®

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah
dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para
majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan
tidak membernarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerj dengan
menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah ditetapkan dengan
cara yang paling tepat tanpa harus meninda pihak manapun. setiap pihak

memperoleh bagian yang sah dari hasil Kerjasama mereka tanpa adanya

21 1dri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hasil Hadis Ekonomi),hlm 233.
28 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008),hlm 71.
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ketidak adilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua mahluk

tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

Terjemahannya :

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untu
bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjad
tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri
sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar
secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil
kerja mercka tidak peroleh; sedangkan yang dimaksu dengan penganiayaan
terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar
upah papra pekerja melebihi dari kemampua mereka.

Oleh sebab itu Al-Quran memerintahkan kepada para majikan untuk
membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai
kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan
kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-
Qur“an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari
kemudian oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap menindas jika
dengan memaksa majikan untuk membayar melebih kemampuannya

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah ayat 22:

BDepartemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang
Disempurnakan (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
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Terjemahannya :

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan

agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan,dan mereka tidak
» 30

dirugikan”.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi
balasandi dunia dan diakhirat. setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa
yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini
menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa
yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam
upah mereka tampa diitkuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal ini
dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat yang menjelaskan bahwa upah
setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam
kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa

yang telah dikerjakan. Tentang Prinsip ini disebut lagi dalam surat Al Ahqaf

ayat 19:

IRNEYH N éj VZL;‘ &;jﬂjﬂ;? 155 Eesg3 ;“J
Terjemahannya :

“Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak
dirugikan.’
Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan

’

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu,

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang
Disempurnakan (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
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lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan

amal/kerjanya.58 salah satu upaya untuk melindungi hal pekerja, dikenal

adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (muwa’jjir) dengan orang yang

memperkerjakan (musta jir). Berikut hal-hal yang berkait dengan kesepakatan

kerja :

a. Ketentuan kerja
Ujrah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis
pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi Ujrah
yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus
ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. selain itu upah
kerjanya harus ditetapkan.

b. Bentuk kerja
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. didalam
Ujrah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus
dilakukan seorang ajir.

c. Waktu kerja
Dalam transaksi Ujrah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan ituyang
dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan
tertentu. selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.

d. Gaji kerja

Di masyaratkan juga honor transaksi Ujrah tersebut jelas dengan bukti dan
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ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi Ujrah boleh

tunai dan boleh juga tidak dengan syarat jelas.

10. Batalnya upah

Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkansecara
sepihak, melaikan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak. Karena wujrah
termasuk akad mu’awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga
memungkinkan untuk dilakukan pembatalan.

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetukan upah bagi gjir, jika barang
yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi’iyah, jika ajir bekerja di tempat
penyewa, maka tetap akan mendapatkan upah.Sebaliknya jika barang berada
ditangannya, maka ia akan tidakmendapatkan upah.®!

Sedangkan menurut Ulama Hanafiah juga hampir sama dengan
pendapatulama-ulama yang lain, antara lain:

a. Jika benda berada ditangan ajir

- Jika ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak mendapatkan upah dari

hasil pekerjaannya.

- Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka gjir berhak mendapatkan upah

atas pekerjaannya sampai akhir atau selesai.
b. Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka berhak mendaptkan

upah setelah selesai bekerjanya.

31 Ibid., hlm 183.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Pada penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) pada
pekerja buruh Perkebunan karet di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba. Subjek

penelitiannya adalah para pekerja Perkebunan Karet di Kabupaten Bulukumba.

Metode analisis kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan
tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif
dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan

oleh metode kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, menurut
Sukidin metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih
menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah
dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih
sering menggunakan teknik analisis yang mendalam dan menggunakan kajian
kasus perkasus atau disebut dengan studi kasus.3? Pada penelitian ini fokus penulis

adalah pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Pada

%2 Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (literasi media
publishing, 2015),hlm 25

35
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Pekerja Perkebunan Karet Di Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan

analisis hukum islam terhadap fenomena yang terjadi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk
memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di

Desa Tibona Kabupaten Bulukumba.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan bahan mentah yang diambil
dari tempat dan kejadian penelitian. Sumber data adalah benda, hal atau orang
tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Adapun sumber

data yang akan digunakan adalah:

a. Data Primer
Data primer yakni catatan atau rekaman dari metodologi yang dipakai
dalam penelitian. Data primer adalah bahan  utama yang dapat
memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok
yang dibutuhkan dalam penelitian. Data primer dapat berupa buku,
dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan
narasumber utama. Sumber data primer penelitian ini diantaranya data
lapangan hasil wawancara dengan narasumber. Wawancara merupakan
proses pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui tanya

jawab.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan
merupakan bahan primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari
bahan primer. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan
dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan
mengumpulkan data dari skripsi, jurnal, buku-buku yang sesuai dengan
yang diteliti . Sumber sekunder penelitian ini adalah buku-buku, jurnal,
skripsi, kitab-kitab fikih dan sumber bacaan lainnya yang membahas
ijarah.

c. Data Tersier
Data tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini
berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang dalam memahami dan
menginterpretasikan kedua bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun sangat penting
dalam memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum dan sistem

hukum.
E. Teknik Pengumpula Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

melakukkan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang
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diteliti dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan
perilaku objek sasaran. Teknik observasi merupakan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam
arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan
yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode
obsevasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengambilan data melalui
pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang terdapat pada
lapangan. Maka penulis melakukan observasi pada Pekerja Perkebunan

Karet Di Desa Tibona Kabupaten Bulukumba

. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab
lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak
yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Ciri
utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka atara pencari
informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan
berbagai macam pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian.

Melalui wawancara inilah penulis menggali data, informasi, dan kerangka
keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang penulis
gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara yang
dilontarkan tidak berpaku dengan pedoman wawancara dan dapat
diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi

lapangan.
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F. Teknik Analisi Bahan Hukum

Dalam pelaksanaan teknik analisis data, terdapat beberapa lang kah yang

dilakukan sebagai berikut:

1.

Reduksi data

Proses ini melibatkan penyusutan dan penyederhanaan data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Data
tersebut direduksi menjadi laporan yang berfokus pada hal- hal yang
penting dan relevan dengan penelitian.

Penyajian Data

Langkah ini mencakup cara untuk memperlihatkan data mentah secara
visual atau dalam bentuk yang lebih terstruktur. Tujuan dari penyajian data
adalah membedakan antara data yang relevan dengan penelitian dan data
yang tidak relevan. Melalui penyajian data, peneliti dapat memahami
informasi- yang terkandung dalam dataan merencanakan langkah
selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah
dianalisis. Namun, perlu diingat bahwa kesimpulan yang diambil masih
bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti yang kuat yang
mendukung atau mengubah data yang telah dikumpulkan. Selain itu,
kesimpulan juga dapat berubah seiringwaktu jika diperoleh data yang lebih

baru



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengupahan Pada Buruh Pekerja Karet

Sebelum lebih jauh mengenal Lokasi penelitian terlebih dahulu peneliti
mendiskipsikan gambaran umum Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba
terletak di bagian selatan Sulawesi dan antara 05°20' - 05°40' Lintang Selatan dan
119°58" - 120°-28" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar
1.154,7 km? atau sekitar 2,5 persen dengan penduduk kurang lebih 420.603 juta

jiwa. Dan secara administrasi daerah ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai

- Sebelah Timur : Teluk Bone

- Sebelah Selatan : Laut Flores

- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg
tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan
“Bulukumba®, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu
“Bulu’ku* dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik
saya atau tetap gunung milik saya®. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke—
17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi

yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.

40
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Di pesisir pantai yang bernama “Tanahkongkong®, disitulah utusan Raja
Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan
batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

“Bangkeng Buki” (secara harfiah berarti kaki bukit), yang merupakan
barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan
Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah
bagian Timur. Namun pihak kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng
Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari Barat sampai ke Selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam
bahasa Bugis “Bulukumupa”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu
mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. Konon sejak itulah
nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari
terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang
Daerah. Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya),
maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari
1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi
Kabupaten Bulukumba. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi
menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten

Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan
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selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal
12 Februari 1960.%

“Mali’ siparappe, Tallang sipahua”. Ungkapan yang mencerminkan
perpaduan dari dua dialek bahasa BugisMakassar. tersebut merupakan gambaran
sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembang amanat persatuan di
dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan
lahir dan batin, material dan spritual,dunia dan akhirat. Paradigma kesejarahan,
kebudayaan, dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem
pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan
bermasyarakat

Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan
“Bulukumba Berlayar” yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994
dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi “Berlayar” sebagai
moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta
memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat
Bulukumba. “Berlayar”, merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang
berbunyi “Bersih Lingkungan Alam Yang Ramah”

Kabupaten Bulukumba memiliki 14 Cagar Budaya dan 4 Warisan Budaya
Tak Benda yang sudah ditetapkan olah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta

bahasa daerah yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun dalam Lokasi penelitian ini adalah salah satu desa yang terletak di

Kabu paten Bulukumba yaitu Desa Tibona.

33 Diskominfo Bulukumba, “SEJARAH BULUKUMBA,” 2025., hlm. 1.
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Desa Tibona merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki karakteristik perdesaan
dengan potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan. Secara geografis, q
desa ini terletak pada wilayah dengan topografi lahan yang mendukung
pengembangan perkebunan karet, menjadikan komoditas tersebut sebagai salah

satu mata pencaharian utama penduduk setempat.

Struktur ekonomi masyarakat Desa Tibona didominasi oleh sektor agraris,
dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh perkebunan karet.
Sistem perekonomian yang masih relatif tradisional tercermin dari pola hubungan
kerja antara pemilik lahan dan buruh, di mana praktik pengupahan masih

dijalankan secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan setempat.

Potensi wilayah Desa Tibona cukup signifikan dalam pengembangan
sektor perkebunan, khususnya tanaman karet. Lahan perkebunan yang luas dan
kondisi geografis yang mendukung menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk
terus mengembangkan usaha di bidang pertanian. Kondisi sosial masyarakat yang
masih kental dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong turut mendukung
keberlanjutan sistem produksi dan ekonomi di wilayah tersebut.

Konteks sosial-ekonomi inilah yang menjadi latar belakang penelitian
tentang sistem pengupahan buruh pekerja karet di Desa Tibona, guna mengkaji
praktik pemberian upah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Sistem pengupahan buruh kerja karet di Desa Tibona mencerminkan
praktik ekonomi tradisional berbasis pertanian yang kompleks dan dinamis. Para

buruh karet pada umumnya menerima upah berdasarkan volume produksi getah
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yang berhasil mereka kumpulkan, dengan mekanisme pembayaran yang bervariasi
antara sistem harian dan borongan. Metode pengupahan ini sangat bergantung
pada kondisi produktivitas lahan, keterampilan tenaga kerja, dan fluktuasi harga
pasaran karet.

Karakteristik utama sistem pengupahan ini adalah hubungan kerja yang
bersifat informal dan dibangun atas dasar kepercayaan antara pemilik lahan dan
buruh. Mayoritas tenaga kerja merupakan masyarakat lokal setempat yang telah
memiliki pengalaman turun-temurun dalam mengelola perkebunan karet.
Pembayaran upah umumnya dilakukan secara langsung dan tunai, tanpa adanya
kontrak kerja tertulis yang mengikat secara formal.

Meskipun demikian, sistem pengupahan ini menghadapi sejumlah
tantangan signifikan, terutama terkait ketidakpastian pendapatan dan minimnya
jaminan kesejahteraan sosial bagi para buruh. Ketergantungan yang tinggi
terhadap kondisi alam dan fluktuasi harga pasar membuat posisi ekonomi buruh
karet relatif rentan dan tidak stabil. Hal ini menuntut adanya upaya untuk
mengembangkan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan dan memberikan

perlindungan sosial ekonomi yang lebih komprehensif.

B. Deskripsi Informan

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang ialah satu orang yang
menjadi pemilik lahan karet dan dua orang selaku buruh pekerja karet. Dibawah

ini data narasumber yang terlibat berupa nama dan peranannya masing-masing.
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Tabel 4.1 Data Informan

NO. NAMA PERAN
1. | Ansar Pemilik Lahan Karet
2. | Rustam Buruh
3. | Akbar Buruh
4. | Abdullah Buruh
5. | Hendra Buruh

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Pengupahan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Konsep pengupahan menurut hukum ekonomi syariah adalah sistem
imbalan yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan islami. Dalam
perspektif ekonomi syariah, pengupahan tidak sekadar transaksi ekonomi,
melainkan hubungan kemanusiaan yang memiliki dimensi etika dan moral. Setiap
pekerja berhak mendapatkan upah yang halal, layak, dan sesuai dengan kontribusi
yang diberikannya, dengan memperhatikan standar kebutuhan hidup dan martabat
kemanusiaan.

Prinsip utama dalam sistem pengupahan syariah adalah transparansi dan
keadilan. Kesepakatan upah harus dilakukan di awal perjanjian kerja, dengan
perhitungan yang jelas berdasarkan volume, kualitas, dan waktu pekerjaan. Upah
wajib dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan, tanpa adanya
penundaan atau pengurangan hak-hak pekerja. Hal ini bermaksud melindungi

kepentingan kedua belah pihak dan mencegah terjadinya eksploitasi.



46

Landasan hukum pengupahan dalam ekonomi syariah merujuk pada Al-
Quran dan Hadits yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap pekerja.
Konsep ini tidak hanya memperhatikan aspek materi, tetapi juga spiritual, dengan
menjunjung prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan
demikian, sistem pengupahan dalam perspektif syariah bertujuan menciptakan
hubungan industrial yang bermartabat, saling menghormati, dan memberikan
kesejahteraan yang berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan
menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan
yang diambil, hasil wawancara dengan pemilik di Desa Tibona Kabupaten
Bulukumba sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada bapak Ansar selaku pemilik karet mengatakan :

“Kami menggunakan prinsip musyawarah. Sebelum pekerja mulai,
kami menetapkan harga per kilogram berdasarkan kondisi pasar. Harganya
dibuat adil, tidak terlalu rendah sehingga pekerja merasa dihargai, dan juga
tidak memberatkan saya sebagai pemilik lahan. pembagian hasil panen

Setelah karet dijual, hasilnya dihitung secara terbuka. Misalnya, dari total

pendapatan, kami membagi sesuai dengan kesepakatan awal, seperti 60%

untuk saya sebagai pemilik lahan dan 40% untuk pekerja. Semua pekerja

tahu jumlah total penjualan, sehingga tidak ada kecurigaan. saya selalu
berusaha untuk adil. Tidak ada potongan upah yang tidak dijelaskan
sebelumnya. Selain itu, pembayaran upah dilakukan tepat waktu, karena
saya tahu menunda-nunda pembayaran itu tidak sesuai dengan syariah.

Harapan saya adalah meningkatkan hasil panen , sehingga bisa

memberikan upah yang lebih baik kepada pekerja. Selain itu, saya ingin

belajar lebih banyak tentang prinsip bisnis syariah agar usaha kami benar-
benar membawa keberkahan.”*

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ansar, memberikan gambaran

penting mengenai sistem pengupahan karet yang diterapkan di sana,dimna

3 Wawancara Bapak Ansar Selaku Pemilik Karet, 3 November 2024
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Pemilik lahan telah menerapkan prinsip keadilan dengan menetapkan upah
berdasarkan kesepakatan awal yang disesuaikan dengan harga pasar. Hal ini
mencerminkan semangat syariah yang menuntut adanya keadilan (al-‘adl) dan
saling ridha dalam transaksi dan Proses penentuan harga per kilogram dan
pembagian hasil dilakukan melalui musyawarah antara pemilik lahan dan pekerja,
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.dimana Sistem yang diterapkan
bebas dari unsur eksploitasi dan riba. Pemilik lahan memastikan pembayaran upah
dilakukan tepat waktu, sesuai dengan ajaran Islam yang melarang penundaan hak
pekerja.sehingga Pemilik lahan memiliki harapan untuk terus meningkatkan
sistem pengupahan agar lebih baik dan membawa keberkahan, baik bagi pekerja
maupun pemilik usaha.
1.1 Prinsip Pengupahan Pekerja Buruh Karet Di Desa Tibona Kabupaten
Bulukumba

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia
ketenagakerjaan  karena  bersentuhan langsung dengan  kesejahteraan
pekerja/buruh. Pekerja/buruh menjadi sejahtera apabila upah yang didapatkan
mencukupi kebutuhan. Dalam pasal 88 Undang-Undang No 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.*®
Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa

upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-quran, besar minimalnya upah

% Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara
tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang ( Pemilik atau pemberi upah)
untuk membayar upah pekerja yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran upah
atau gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan
pemberi kerja yang didasarkan prinsip-prinsip diantaranya:
a. Besar upah yang harus diterima oleh pekerja

Dalam Islam, besaran upah yang ditetapkan oleh kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan
jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut.
Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.Tingkat upah minimum
dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu papan,
sandang, dan pangan.
b. Kewajiban membayar upah

Pengusaha berkewajiban membayar upah kepada buruh atau pekerja yang
telah selesai melaksanakan pekerjaannya.Entah itu secara harian, mingguan,
bulanan, ataupun lainnya.Islam menganjurkan untuk mempercepat pemayaran
upah, jangan ditundatunda.
c. Keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah

Keadilan, di dalam pemberian upah kita perlu juga memperhatikan prinsip
keadilan.Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi
samarata.Keadilan  harus = dihubungkan antara  pengorbanan  dengan
penghasilan.Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang

diharapkan. kelayakan, di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan
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perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan bisa dibandingkan dengan
pengupahan pekerja lainnya dan bisa juga dibandingkan pada peraturan
pemerintah tentang minimum upah atau juga dengan menggunakan kebutuhan
pokok minimum.Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan,

sandang dan papan.

2. Sistem Pengupahan Pada Peketja Karet Di Desa Tibona Kabupeten Bulukumba

Buruh pekerja di sektor perkebunan karet merupakan bagian penting dari
industri agraria di Indonesia. Sistem pengupahan pada buruh karet dipengaruhi
oleh berbagai faktor, seperti produktivitas, sistem kerja, kondisi pasar, dan
peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengupahan ini sering kali memiliki
karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor lain, mengingat sifat pekerjaan
yang sangat bergantung pada hasil produksi dan kondisi alam.

Sistem Pengupahan yang Umum Diterapkan
1) Sistem Upah Hasil
a) nilainya dipengaruhi oleh harga pasar karet global maupun lokal.
Sistem ini paling umum diterapkan pada buruh karet. Buruh
dibayar berdasarkan jumlah lateks atau getah karet yang mereka
kumpulkan setiap hari.
b) Besarnya upah dihitung per kilogram hasil panen getah karet, yang
2) Sistem Upah Harian
a) Beberapa perusahaan menggunakan sistem ini, di mana buruh
dibayar berdasarkan kehadiran harian mereka, terlepas dari jumlah

hasil yang diperoleh.
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b) Upah harian biasanya disesuaikan dengan upah minimum daerah
(UMP/UMK).
3) Sistem Borongan
a) Dalam sistem ini, buruh diberikan target tertentu untuk jumlah
pohon yang harus disadap atau hasil produksi tertentu dalam satu
periode. Upah diberikan secara tetap sesuai kesepakatan untuk
pekerjaan yang telah selesai.
b) Biasanya digunakan untuk efisiensi pada area perkebunan yang
luas.
4) Kombinasi Upah Hasil dan Harian
a) Beberapa perusahaan menerapkan kombinasi sistem, di mana
buruh mendapatkan upah dasar harian, ditambah insentif
berdasarkan jumlah produksi getah karet yang mereka kumpulkan.
Faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah
1) Harga Pasar Karet
- Fluktuasi harga karet di pasar global sangat memengaruhi nilai upah
buruh, terutama pada sistem upah hasil.
2) Produktivitas Buruh
— Besaran upah sangat bergantung pada kemampuan buruh dalam
menyadap karet dan mengumpulkan hasil.
3) Kondisi Cuaca dan Alam
— Hasil penyadapan karet sangat dipengaruhi oleh cuaca. Pada musim

hujan, produksi karet sering menurun sehingga berdampak pada
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penghasilan buruh.
4) Lokasi dan Skala Perkebunan
— Perkebunan yang berada di daerah terpencil atau kecil cenderung
memberikan upah yang lebih rendah dibandingkan perkebunan besar
atau perusahaan yang memiliki akses pasar internasional.
Komponen Upah dalam Sistem Pengupahan Buruh Karet
1) Upah Pokok
a. Upah dasar yang diterima buruh sesuai dengan sistem yang
diterapkan (harian, hasil, atau borongan).
2) Insentif Produksi
a. Tambahan upah yang diberikan kepada buruh jika mereka mampu
mencapai atau melebihi target tertentu.
3) Tunjangan dan Fasilitas
a. Beberapa perusahaan memberikan tunjangan seperti tunjangan
transportasi, makan, atau perumahan.
b. Ada pula fasilitas seperti akses ke layanan kesehatan atau koperasi
karyawan.
Masalah yang Dihadapi dalam Praktik Sistem Pengupahan
1) Ketidakstabilan Penghasilan
a. Pada sistem upah hasil, penghasilan buruh sering kali tidak stabil
karena tergantung pada hasil produksi dan harga pasar karet yang
fluktuatif.

2) Minimnya Kepatuhan terhadap Upah Minimum
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a. Tidak semua perusahaan atau perkebunan menerapkan upah
minimum daerah (UMP/UMK), terutama di daerah terpencil.
3) Ketergantungan pada Kondisi Alam
a. Musim hujan atau kondisi alam yang tidak mendukung dapat
mengurangi produksi, sehingga berpengaruh pada pendapatan
buruh.
4) Kurangnya Perlindungan Sosial
a. Banyak buruh karet yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis,
sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial,
seperti BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan.
Upaya Perbaikan Sistem Pengupahan
1) Penerapan Upah Minimum
a. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua perkebunan karet
mematuhi standar upah minimum yang berlaku.
2) Diversifikasi Sistem Pengupahan
a. Kombinasi antara upah harian dan insentif produksi dapat
membantu meningkatkan stabilitas penghasilan buruh.
3) Penguatan Perjanjian Kerja
a. Perusahaan perlu menyediakan kontrak kerja yang jelas, termasuk
ketentuan terkait upah dan jaminan sosial.

4) Fasilitas Pendukung untuk Buruh
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a. Pemberian fasilitas seperti asuransi kesehatan, akses pendidikan
untuk anak buruh, dan perumahan dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka.

Praktik sistem pengupahan pada buruh pekerja karet memiliki karakteristik
khusus yang sangat dipengaruhi oleh hasil produksi dan kondisi pasar. Meskipun
beberapa tantangan seperti ketidakstabilan penghasilan dan minimnya
perlindungan sosial masih ada, langkah-langkah perbaikan seperti penerapan upah
minimum, diversifikasi sistem pengupahan, dan penguatan perjanjian kerja dapat
membantu menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pemahaman yang mendalam tentang dinamika pengupahan ini penting bagi
pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mencapai hubungan kerja yang
harmonis dan produktif.
2.1 Undang-Undang Tentang Pengupahan

Pengupahan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan
memastikan kewajiban pengusaha terpenuhi. Pengaturan ini mencakup aspek
seperti upah minimum, struktur dan skala upah, pengupahan lembur, dan
ketentuan terkait tunjangan.
Dasar Hukum Pengupahan

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

a) Mengatur hak-hak pekerja, kewajiban pengusaha, dan prinsip

pengupahan.

b) Fokus pada:
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»= Upah minimum (Pasal 88-89).
» Perlindungan upah (Pasal 90).
= Struktur dan skala upah (Pasal 92).
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

a) Merevisi UU No. 13 Tahun 2003 untuk meningkatkan fleksibilitas
pengupahan.

b) Menyederhanakan  penetapan ~ upah  minimum  dengan
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas
daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

a) Aturan teknis dari UU Cipta Kerja.

b) Mengatur penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, serta
mekanisme penghitungan upah.

Komponen Pengupahan
1. Upah Minimum

a. Upah minimum adalah upah terendah yang harus dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja.

b. Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021, upah minimum meliputi:
Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK).

c. Penetapan upah minimum memperhatikan kebutuhan hidup layak
(KHL), produktivitas pekerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Struktur dan Skala Upah
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a) Struktur upah adalah susunan upah mulai dari tingkat terendah
hingga tertinggi.

b) Skala upah adalah kisaran upah berdasarkan jabatan atau posisi
pekerja.

c) Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan
memperhatikan masa kerja, jabatan, dan pendidikan (Pasal 92 UU
Ketenagakerjaan).

3. Upah Lembur

a) Dihitung berdasarkan jam kerja di luar jam kerja normal.

b) Penghitungan diatur dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan dan PP
No. 36 Tahun 2021.

4. Tunjangan
a) Tunjangan tetap dan tidak tetap menjadi bagian dari penghasilan
pekerja.
Ketentuan Pembayaran Upah
o Upah harus dibayar tepat waktu dan dalam bentuk mata uang yang sah
(Pasal 90 UU Ketenagakerjaan).
o Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum, kecuali
dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perubahan Penting dalam UU Cipta Kerja Terkait Pengupahan
1. Fleksibilitas Penetapan Upah Minimum
— Penetapan upah minimum lebih fleksibel, memperhatikan tingkat

pertumbuhan ekonomi daerah.
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— Tidak semua daerah diwajibkan memiliki UMK.
2. Upah Per Jam
— Memungkinkan pembayaran upah berdasarkan jam kerja untuk
jenis pekerjaan tertentu.
3. Penghapusan KHL sebagai Acuan Tunggal
— Penetapan upah minimum tidak lagi hanya berdasarkan kebutuhan
hidup layak, tetapi juga produktivitas.
Sanksi atas Pelanggaran Pengupahan Pelanggaran terhadap pengupahan dapat
dikenai sanksi administratif, denda, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu,
pekerja yang dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Dinas
Ketenagakerjaan atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Penutup Pengaturan pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi
pekerja dan memastikan hubungan industrial yang harmonis. Pemahaman
terhadap aturan pengupahan penting bagi pekerja untuk memastikan hak-haknya
terpenuhi, dan bagi pengusaha untuk mematuhi kewajiban serta menghindari
konsekuensi hukum.
2.2 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
pengupahan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah: “Hak pekerja/buruh yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
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tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa

yang telah atau akan dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang

diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai

dengan Pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan

dikutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal dimaksud sebagai berikut:

a.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh.

Kebijakan  pengupahan yang melindungi  pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : Upah minimum,
Upah kerja lembur, Upah tidak masuk kerja karena berhalangan,
Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya, Upah karena menjalankan hak waktu istirahat
kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan
upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah,struktur dan

skala pengupahan

% Hartadi, Bambang, Sistem Pengendalian Dalam Hubungan Dengan Manajemen Dan

Audit, Him. 11
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2.3 Praktek pengupahan

Sektor perkebunan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat
pedesaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Salah satu komoditas utama yang dikelola oleh masyarakat Desa Tibona adalah
karet. Karet memiliki peran penting sebagai komoditas strategis, baik untuk pasar
domestik maupun internasional, yang berkontribusi terhadap pendapatan petani
dan pekerja di sektor ini.

Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, terdapat berbagai tantangan
yang dihadapi oleh pekerja karet, khususnya dalam hal pengupahan. Sistem
pengupahan yang diterapkan di sektor ini sering kali masih bersifat tradisional,
tanpa kontrak kerja yang jelas, serta sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar
karet. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ekonomi bagi para pekerja yang
bergantung pada pekerjaan tersebut sebagai sumber utama penghidupan.

Desa Tibona menjadi salah satu contoh wilayah yang menarik untuk
diteliti dalam konteks sistem pengupahan pekerja karet. Meskipun perkebunan
karet di desa ini memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk, sistem
pengupahan yang diterapkan kerap kali menuai berbagai permasalahan, seperti
ketidakadilan dalam pembagian hasil kerja, ketidakstabilan pendapatan, dan
kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih mendalam bagaimana
praktik sistem pengupahan diterapkan pada pekerja karet di Desa Tibona. Selain

itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
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memengaruhi sistem pengupahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan
pekerja. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan
yang lebih komprehensif dan menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang
lebih adil dan berkelanjutan di sektor ini.

Berdasarkan hasil penelitian selama dilapangan, maka peneliti akan
menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan
yang diambil, hasil wawa ncara dengan buruh pekerja karet di Desa Tibona
Kabupaten Bulukumba sebagai berikut

Hasil wawancara kepada bapak Rustam selaku buruh pekerja karet
mengatakan :

“sebelum pekerjaan dimulai, kami selalu berdiskusi dengan
pemilik lahan. Harga per kilogram karet ditentukan bersama berdasarkan
harga pasar dan kondisi hasil panen. Semua pihak setuju sebelum
pekerjaan dimulai. untuk merawat pohon karet, yang paling penting adalah
menjaga kebersihan di sekitar pohon. Rumput liar harus sering dibersihkan
agar tidak mengganggu akar karet. Selain itu, kita juga rutin memberi
pupuk, terutama pupuk organik, agar pohon tetap subur dan produksi getah
nya maksimal, Selain itu, kita juga harus hati-hati saat menyadap getah,
jangan sampai melukai batang pohon terlalu dalam. Kalau salah
menyadap, pohon bisa rusak dan produksinya berkurang. Waktu panennya
itu setiap pagi, biasanya mulai sekitar jam 5 sampai jam 9 pagi. Itu waktu
terbaik karena getah masih segar dan lebih mudah keluar. karena kalau
siang hari, cuaca sudah panas, dan getahnya sudah mulai mengeras. Jadi
hasilnya tidak maksimal, luas lahan yang saya kerja sekitar 2 hektare.
menurut saya, sistem gaji di sini sudah cukup baik dan adil. Kami selalu
diberi tahu sejak awal tentang sistem pembagian hasil atau besarnya upah
harian. Misalnya, kalau bagi hasil, kami dapat 40%, dan itu sesuai
kesepakatan. Jadi, semuanya transparan dan tidak ada yang
disembunyikan.”%’

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rustam,dapat di simpulkan

bahwa Sebelum pekerjaan menyadap karet dimulai, pekerja dan pemilik lahan

37 Wawancara Bapak Rustam Selaku Buruh Karet, 3 November 2024



60

berdiskusi untuk menentukan harga karet per kilogram berdasarkan harga pasar dan
kondisi hasil panen, dengan kesepakatan bersama. Dalam perawatan pohon karet, penting
menjaga kebersihan sekitar pohon dengan rutin membersihkan rumput liar, memberikan
pupuk organik untuk kesuburan, dan berhati-hati saat menyadap agar tidak merusak

batang pohon, yang dapat mengurangi produktivitas. Waktu panen dilakukan setiap
pagi, antara jam 5 hingga jam 9, karena getah lebih segar dan mudah keluar pada
waktu tersebut. Jika dilakukan siang hari, hasil panen kurang maksimal karena
getah mulai mengeras akibat cuaca panas. Pekerjaan dilakukan di lahan seluas 2
hektare.Sistem gaji dinilai adil dan transparan, dengan pekerja mendapatkan 40%
dari hasil panen sesuai kesepakatan awal. Upah atau pembagian hasil selalu
dijelaskan secara jelas, sechingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Hasil wawancara kepada bapak Abdullah selaku buruh pekerja karet
mengatakan:

“Sebagian sudah sesuai, seperti pembayaran upah yang dilakukan tepat waktu.
Tapi masih ada kekurangan, seperti kesepakatan yang kadang tidak tertulis dan
minimnya perlindungan sosial. Saya berharap ada edukasi lebih lanjut tentang
pengelolaan upah berbasis syariat, sehingga pemilik lahan dan pekerja sama-

sama memahami hak dan kewajiban mereka."
38

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdullah, sistem pengupahan yang
diterapkan di Desa Tibona sebagian telah sesuai dengan prinsip syariat Islam,
terutama dalam hal pembayaran upah yang dilakukan tepat waktu. Hal ini
mencerminkan adanya upaya pemilik lahan untuk menjalankan kewajibannya
sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan penghormatan

terhadap hak-hak pekerja. Namun, masih terdapat kekurangan yang signifikan,

%8Wawancara Bapak Abdullah Selaku Buruh Karet, 3 November 2024
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seperti tidak adanya kesepakatan tertulis antara pekerja dan pemilik lahan serta
minimnya perlindungan sosial bagi buruh. Hal ini membuat para pekerja tidak
memiliki jaminan atas keselamatan kerja, kesehatan, maupun keberlanjutan
pendapatan mereka. Oleh karena itu, terdapat harapan untuk adanya edukasi lebih
lanjut mengenai pengelolaan upah berbasis syariat Islam bagi kedua belah pihak.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban masing-masing,
hubungan kerja dapat menjadi lebih harmonis, adil, dan membawa keberkahan.
Secara keseluruhan, sistem pengupahan di Desa Tibona memerlukan perbaikan
lebih lanjut agar sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup
aspek kejelasan, keadilan, dan perlindungan sosial.
Hasil wawancara kepada bapak Hendra selaku buruh pekerja karet
mengatakan:
"Upah yang kami terima dihitung dari jumlah getah yang berhasil
dikumpulkan. Tetapi, sering kali harga pasaran karet turun, sehingga
pendapatan kami menjadi tidak menentu. Kami juga tidak punya jaminan
kesehatan atau perlindungan sosial. Walaupun pemilik lahan mencoba adil,
saya merasa perlu ada sistem pengupahan yang lebih pasti dan stabil,
sehingga kami bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan lebih baik."*°
Berdasarkan pernyataan bapak Hendra, dapat disimpulkan bahwa sistem
pengupahan buruh karet di Desa Tibona masih menghadapi tantangan signifikan.
Upah yang dihitung berdasarkan jumlah getah yang terkumpul sangat bergantung
pada fluktuasi harga pasar karet, sehingga pendapatan buruh menjadi tidak

menentu. Selain itu, ketiadaan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial

semakin menambah kerentanan para pekerja. Meskipun pemilik lahan berusaha

3 Wawancara Bapak Hendra Selaku Buruh Karet,3 november 2024
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berlaku adil, sistem pengupahan yang ada belum memberikan kepastian dan
stabilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga buruh. Oleh
karena itu, diperlukan reformasi sistem pengupahan yang lebih terstruktur dan
stabil, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan pekerja.

Dalam praktik pengupahan buruh pekerja karet tentu hal paling pokok disini
adalah upah, dalam kesepakatan awal memang kedua belah pihak sudah saling rela untuk
melakukan perjanjian dan tidak ada unsur paksaan yang masing-masing pihak menyetujui
dari setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung.

Sistem upah pada umumnya di pandang sebagai suatu perangkat mekanisme
untuk mendistribusikan upah pada pekerja . Sistem p engupahan ini merupakan suatu
perangkat yang penting untuk memberikan upah pada pekerja ytang sesuai dengan
kebutuhan. Islam pun telah mempunyai ketentuan yang dapat di jadikan pedoman dalam
penentuan upah kerja.

Hasil wawancara kepada bapak Akbar selaku buruh pekerja karet
mengatakan:

“Saya telah bekerja sebagai penyadap karet di kebun seluas 1,5
hektare selama hampir lima tahun. Perjanjian kerja dilakukan secara lisan
langsung dengan pemilik kebun, tanpa adanya pihak ketiga yang terlibat.
Sistem pengupahan yang berlaku adalah pembagian hasil 60:40, di mana
saya sebagai buruh mendapatkan 40% dari hasil panen. Sistem ini sudah
berjalan cukup lama dan dianggap wajar sesuai dengan praktik
pengupahan di daerah ini. Meskipun demikian, saya berharap kerja keras
saya dihargai secara adil dan ada peluang untuk peningkatan kesejahteraan
di masa depan.”*

Berdasarkan hasil wawancara bapak Akbar, penyadap karet telah bekerja
di kebun seluas 1,5 hektare selama hampir lima tahun berdasarkan perjanjian lisan

dengan pemilik kebun. Sistem pengupahan yang digunakan adalah pembagian

40 Wawancara Bapak Akbar Selaku Buruh Karet, 3 November 2024
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hasil 60:40, di mana penyadap menerima 40% dari hasil panen. Sistem ini
dianggap sesuai dengan praktik yang berlaku di wilayah tersebut dan telah
berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Hal ini menunjukkan adanya
kesepahaman dan stabilitas dalam hubungan kerja antara pemilik kebun dan
penyadap karet.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu
yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-
nilai Islam untuk membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi
dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam untuk
kesejahteraan manusia. Dengan demikian, Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai
ilmu ekonomi yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam yaitu al-Quran, as-sunnah
sebagai sumber utama .

Ekonomi Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas
masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa
melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan
bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak
sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat
tanpa harus menindas pihak manapun.*!

Penetapan atau sistem upah karyawan atau buruh dalam ekonomi Islam
didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang
diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk

menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang

41 Herman Yuniansi, Sistem bagi hasil pendapatan petani karet dalam perspektif ekonomi
syariah Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang,
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diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai
pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau
buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat
mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh atau

pekerja.



BABYV

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dalam hukum ekonomi syariah, pengupahan harus berlandaskan prinsip
keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Konsep ini tidak hanya menekankan
aspek materi, tetapi juga dimensi etika dan moral yang mendukung kesejahteraan
manusia secara holistik. Prinsip utama yang dipegang adalah bahwa upah yang
diberikan kepada pekerja harus mencukupi kebutuhan dasar mereka, termasuk
pangan, sandang, dan papan, serta sesuai dengan tingkat kontribusi mereka dalam
pekerjaan. Sistem pengupahan dalam ekonomi syariah menekankan kesepakatan
yang jelas di awal perjanjian kerja, yang melibatkan komunikasi terbuka antara
pekerja dan pemberi kerja. Dalam kesepakatan tersebut, harus terdapat kejelasan
mengenai besaran upah, metode pembayaran, serta waktu pembayaran. Ketepatan
waktu pembayaran menjadi salah satu hal penting yang ditegaskan dalam syariah, karena
penundaan pembayaran upah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran
hakpekerja. Selain itu, hukum ekonomi syariah melarang praktik cksploitasi dalam
pengupahan, seperti pengurangan upah secara sepihak atau penetapan upah yang tidak
sesuai dengan kerja yang dilakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja dapat berjalan harmonis, saling menghormati, dan
menghindari konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Sistem pengupahan di Desa Tibona berbasis tradisional, dengan buruh dibayar
berdasarkan jumlah getah karet yang dikumpulkan, tanpa kontrak kerja formal. Harga
upah dipengaruhi fluktuasi pasar dan ditentukan melalui kesepakatan lisan. Meskipun

pemilik lahan berusaha menerapkan prinsip keadilan, buruh masih menghadapi
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ketidakstabilan pendapatan dan minimnya jaminan sosial. Untuk menciptakan sistem
yang lebih berkeadilan, diperlukan standar upah minimum, perlindungan sosial, dan
mekanisme formal yang sesuai dengan prinsip syariah. Langkah ini dapat meningkatkan

kesejahteraan buruh dan keberlanjutan usaha di Desa Tibona.

B. Saran

Meningkatkan Transparansi dan Kesepakatan Awal dalam Sistem
Pengupahan
Disarankan agar para pemilik lahan dan pekerja di Desa Tibona menerapkan
kontrak kerja tertulis yang mengatur kesepakatan awal mengenai sistem
pengupahan. Kontrak ini harus mencakup komponen seperti besaran upah, metode
pembayaran, waktu pembayaran, dan hak-hak pekerja. Langkah ini dapat
mencegah ketidakpastian dan konflik di kemudian hari, serta memastikan praktik
pengupahan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum ekonomi

syariah,

Menyusun Kebijakan Upah Minimum untuk Sektor Perkebunan Karet
Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerapan regulasi tentang upah
minimum khusus untuk buruh pekerja di sektor perkebunan karet. Kebijakan ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, memastikan bahwa
upah yang diterima mencukupi kebutuhan dasar, dan mengurangi ketimpangan.
Regulasi ini harus dirumuskan melalui dialog tripartit antara pemerintah, pemilik
lahan, dan perwakilan buruh agar mencerminkan kondisi pasar lokal sekaligus

mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah.
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